BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA,
WANPRESTASI, PERJANJIAN JUAL BELI, DAN PERLINDUNGAN

KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Istilah dan Pengertian Perjanjian
Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari
istilah “Overeenkomst” dalam bahasa belanda atau “Agreement” dalam bahasa
Inggris. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah
seperti:
1. Dalam KUHPerdata digunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan
perjanjian untuk overeenkomst.
2. Uterecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah
perutangan untuk verbintenis dan perjanjian untuk overeenkomst.
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

(Mardani, 2013, p. 6).
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Pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam buku ketiga tentang
perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian terdapat beberapa
unsur yaitu (Situmorang, 2013, p. 116):

a. Ada pihak.

b. Ada persetujuan antara pihak.

c. Ada tujuan yang akan dicapai.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.
e. Ada bentuk tertentu.

f. Ada syarat-syarat tertentu.

Bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah
sama dan seimbang. Hal ini berlainan jika pengertian tersebut dibandingkan
dengan kedudukan perjanjian kerja. Di dalam pengertian perjanjian menurut
konsepsi Pasal 1313 KUHPerdata, hanya menyebabkan tentang pihak yang atau
lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya, dan sama sekali tidak menentukan
untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata
mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan

juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga
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perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro
mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda
antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut
pelaksanaan janji itu. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan
kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut bahwa yang disebut
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan
(Yulia, 2015).

Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap definisi perjanjian
menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti
yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan
perikatan.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan
bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang
lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau
lebih orang (Pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya. Yang berhak
atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa

dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak
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yang wajib berprestasi (debiter) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas
prestasi tersebut (kreditor) masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu
atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya Ilmu Hukum, pihak tersebut

dapat juga terdiri dari satu atau badan Hukum.

Syarat Sah Perjanjian
Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum
antara subyek hukum, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu
prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian
sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi
para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Menurut Pasal 1320 KUH
Perdata sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Untuk dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua
syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan

perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya
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berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang
dilakukan itu (Safira, 2017, p. 87).
a. Syarat Subjektif

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUH perdata dikatakan
bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas di anggap terjadi pada saat
perjanjian dibuat oleh pihak kecuali dapat di buktikan bahwa kesepakatan
tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan,
sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi
tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena

kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa
para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau
seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak

yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.
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2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti
bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.
Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah
cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur
dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdata. Bila dipandang
dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu
perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai
cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab

yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk
menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan
suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut
hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang
yang berada di bawah pengampuan kedudukannya sama dengan seorang
anak yang belum dewasa. Kalau seorang belum dewasa harus diwakili oleh
orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah

pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.
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b. Syrat Objektif

1)

2)

Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu
perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yanng
diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling
sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut sudah ada atau
sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak

diharuskan oleh undang-undang.

Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu
sendiri. Yang dimaksud kan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian
adalah isi perjanjian itu sendiri sebagai ilustrasi dalam suatu perjanjian jual
beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain
menginginkan hak milik atas barang tersebut. Dan sebab tersebut
merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi
perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan
perundangundangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari

norma-norma ketertiban dan kesusilaan.
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3. Asas-asas Perjanjian
Ada lima asas-asas hukum perdata yang dikenal dalam perjanjian. Asas-
asas hukum perikatan yang dimaksud adalah asas konsensualisme, asas
kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas
kepribadian.

a. Asas Konsensualisme

Konsesualisme berasal dari perkataan comsensus, yang mempunyai
arti kesepakatan, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya
suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan sepakat saja dan kontrak itu terlahir
pada saat terjadinya consensus atau sepakat antara kedua belah pihak tentang
hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam kontrak. Dengan perkataan lain,
kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok
kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Asas Konsensualisme
tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah
“sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Asas konsensualisme dipandang

dari sisi terbentuknya perjanjian (Safira, 2017, pp. 90-91).
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Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan
perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam
perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah salah satu

syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi

persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) suatu pokok persoalan tertentu;

4) suatu sebab yang tidak terlarang.

. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang pada umumnya
mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Didalam asas ini
terkandunng suatu pandangan bahwa orang bebas dengan siapa ia
mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk

menetapkan syarat-syarat perjanjian (Hernoko, 2010).

Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang
adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja.

Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1)


https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/
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KUHPerdata, berarti kita diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan
perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan
perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-undang
apabila dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isi
perjanjiannya. Konsekuensinya pihak ketiga maupun hakim sekalipun tidak
boleh mengintervensi untuk merubah, menambah, mengurangi atau

menghilangkan isi perjanjian.

Asas Pacta Sunt Servanda

Jika diterjemahkan dari bahasa latin, pacta sunt servanda berarti janji
harus ditepati. Diterangkan Harry Purwanto dalam Mimbar Hukum Volume
21 No. 1, asas pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem
hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum

internasional.

Kemudian, Purwanto juga menerangkan bahwa asas hukum perdata
yang satu ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara

para individu dan mengandung makna, bahwa:


https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252/10798
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1) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
dan
2) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada

perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Asas ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai
ikatan hukum yang penuh, yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sebagai perjanjian yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para
pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui
oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah
dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian berhak
untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum

yang berlaku (Yulia, 2015).

. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang menentukan bahwa dalam membuat
dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikad
baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik

dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian (Safira, 2017, p. 94).
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Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud
(iktikad) yang baik. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional,

iktikad baik hendaknya diartikan sebagai:

1) Kejujuran saat membuat kontrak;

2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan
pejabatan, para pihak dianggap beriktikad baik; dan

3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian,
baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam
kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut
dalam pelaksanaan kontrak.

Asas Kepribadian

Diterangkan M. Muhtarom dalam Asas-Asas Hukum Perjanjian:
Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak, asas kepribadian adalah asas yang
menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya

untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.


https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9
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Dalam KUH Perdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal

berikut.

1) Pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk
dirinya sendiri.

2) Pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya
berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat
merugikan pihak ketiga;

3) Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain

dalam hal yang ditentukan.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian obligatoir dan

perjanjian non obligatoir, diantaranya (Komariah, 2015, pp. 171-175):

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian  obligatoir ~ adalah  suatu  perjanjian  dimana
mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu,
misalnya penjual harus menyerahan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian
saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari

penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus
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diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian

obligatoir ada beberapa macam yaitu.

1)

2)

3)

4)

Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu
pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah
perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada
pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi
juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah
perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu
memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada
mendapatkan nimat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian
hibah.

Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing

pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan
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tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli
dan perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya
kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak
detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian
ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian
pengangkutan.

Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan
perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua
belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian
barang dan perjanjian pinjam pakai.

Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu,
bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian
ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang ditur dan disebutkan

dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD.
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Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-
menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan,
perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.
9) Perjanjian Tak Bernama
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak
disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.
10) Perjanjian Campuran
Perjanjian campura adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur
perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh
perjanjian ini adlaah perjanjian sewa belu (gaungan sewa menyewa dan
jual beli).
b. Perjanjian Non Obligatoir
Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan
seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada
beberapa macam yaitu:
1) Zakelijk Overeenkomst
Zakelijk  Overeenkomst  adalah  perjanjian yang menetapkan
dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya

adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.
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2) Bevifs Overeenkomst
Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) Liberatoir Overeenkomst
Liberatoir ~ Overeenkomst adalah perjanjian diamana seseorang
membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang
kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai
sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) Vaststelling Overeenkomst
Vaststelling  Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri
perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah
dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri

perselisihan yang ada di muka pengadilan.

5. Berakhirnya Perjanjian
Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul
dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak
dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya
perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan

berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam
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perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Berdasarkan Pasal 1381

KUHPerdata, perikatan-perikatan hapus (berakhir):

—

. Pembayaran;

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang;

4. Perjumpaan utang atau kompensasi;

5. Percampuran utang;

6. Pembebasan utang;

7. Musnahnya barang yang terutang;

8. Kebatalan atau pembatalan;

9. Berlakunya suatu syarat batal;

10. Lewatnya waktu.

Jika dicermati ketentuan yang diatur dalam Bab IV Buku KUH Perdata
tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa hapusnya perikatan dapat terjadi karena
beberapa sebab, yang secara garis besar dapat dibedakan kedalam (Widjaja &
Muljadi, 2013, p. 9):

1) Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu karena adanya pembayaran,
penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan, dan pembaharuan hutang.
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Karena terjadinya suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban
kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu dalam perjumpaan dan percampuran
hutang.

Karena terjadinya suatu perbuatan hukum yang menghapus kan kewajiban
debitor dalam perikatan, yaitu karena diberikannya pembebasan utang oleh
kreditor.

Karena musnahya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan
suatu kebendaan yang harus diserahkan.

Karena tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian (sebagai salah satu
sumber perikatan).

Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat.

Karena lewatnya waktu.

. Wanprestasi

Membicarakan “wanprestasi” atau “cidera janji” tidak bisa lepas dari

masalah-masalah “pernyataan lalai” (ingebrekke stelling) dan kelalaian

(vercium). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, “pelaksanaan

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

selayaknya”. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan

berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”

(Safira, 2017, p. 108).
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Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor
dengan debitor.Dalam restatement of the law of contacts (Amerika Serikat),
Wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Total breachts Artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;
sedangkan

b. Partial breachts Artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk
dilaksanakan.

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi jika debitor tidak memenuhi
janjinya atau tidak memenuhi sebagimana mestinya dan semuanya itu dapat
dipersalahkan kepadanya. Wujud wanprestasi bisa debitor sama sekali tidak
berprestasi; debitor keliru berprestasi; dan debitur terlambat berprestasi. Dalam
1236 KUHPerdata menuturkan bahwa :

Debitur wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur,

apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk

menyerahkan kebendaanya atau tidak merawat sepatutnya guna
menyelematkannya.

7. Perbuatan Melawan Hukum
Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan
istilah “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah

“tort”.Kata“tort” itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (wrong).Akan
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tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata tort berkembang sedemikian rupa
sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum (onrechmatig) dapat diartikan secara sempit
maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah tindakan yang
melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (wettelijk
subjektiefrecht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pelaku yang
ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Apeldoorn hak subjektif
merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dengan
cara demikian menjadi suatu kewenangan, atau ditinjau dari sudut yang lain
suatu kewajiban. Didalam Pasal 1365 KUH Perdata menerangkan bahwasannya
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.”. Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata
menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian
yang disebabkan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan
kurang hati-hatinya”, dan Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan

perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

perbuatan orang-orang menjadi tanggungannya atau disebabkann oleh
barang-baranag dibawah pengawasannya.
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Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan

maupun kelalaian).

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Jual Beli
Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli yaitu suatu kesepakatan antara
pihak penjual yang menyerahkan barangnya dan pihak pembeli yang membayar
harga yang telah disepakati. Jual beli dapat dikatakan sudah terjadi apabila ada
kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai benda yang
diperjual belikan, walaupun benda tersebut belum diserahkan ataupun belum
dibayar.Syarat sah persetujuan jual beli, para pihak yang mengikatkan dirinya

harus memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yaitu:

a. Adanya kata sepakat antara para pihak
b. Kecakapan dalam membuat kesepakatan

c. Adanya pokok persoalan tertentu
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d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata
yang berbunyi Jual beli dianggap telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka
telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum

diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Jual beli sudah dianggap terjadi dengan adanya kesepakatan antara
penjual dan pembeli, tetapi karena perjanjian jual beli adalah obligation maka
kedudukan benda belum beralih kepada pembeli. Obligation artinya bahwa
perjanjian jual beli baru, meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara
kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada si penjual
kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus
memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah
disetujui dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk
membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak
milik atas barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain, perjanjian jual beli
menurut KUHPerdata, itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru

berpindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan.

Dalam sistem KUHPerdata levering merupakan suatu perbuatan yuridis
guna memindahkan hak milik tergantung dari macamnya barang. Oleh para

Sarjana Belanda, levering itu dikontruksikan sebagai suatu zakelijke
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overeenkomst, yaitu suatu persetujuan lagi (tahap kedua) antara penjual dan
pembeli yang khusus bertujuan memindahkan hak milik dari penjual kepada
pembeli. Apa yang dikemukakan diatas mengenai sifat jual beli menurut
KUHPerdata hanya sebagai obligation saja, nampak jelas sekali dari Pasal 1459
KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak milik atas barang yang di jual tidaklah
berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut
ketentuan-ketentuan yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dalam perjanjian jual beli secara tunai kedudukan benda sebelum perjanjian
adalah hak milik penjual dan kedudukan benda baru beralih pada pembeli jika
sudah ada penyerahan barang atau benda tersebut oleh penjual kepada pembeli

(Octaviano, 2024, pp. 27-29).

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
1. Istilah dan Pengertian Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen
adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-
kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
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Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen

merupakan bagian dari hukum konsumen.

Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang
lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang
didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari
hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana

cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument/konsument (Belanda) (Kristiyanti, 2009, p. 22). Pengertian
tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau
seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”
(Barkatulah, 2008, p. 7). Amerika Serikat mengemukakan pengertian
“konsumen” yang berasal dari consumer berarti "pemakai”, namun dapat juga
diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik
korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang
bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban
yang bukan pemakai. Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang
berkembang mengartikan konsumen sebagai “the person who obtains goods

or services for personal or family purposes”.
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Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat
dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”.Pengertian konsumen dapat dibagi sebanyak 3 (tiga) macam

yakni:

1. Konsumen secara umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang
atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu,

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa
untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk
diperdagangkan (tujuan komersial);

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk

diperdagangkan kembali (non komersial).

Konsumen diartikan tidak hanya pada individu (orang), tetapi juga
suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang

menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual-beli
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sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.
Rumusan-rumusan berbagai ketentuan itu menunjukkan sangat beragamnya
pengertian konsumen, masingmasing ketentuan memiliki kelebihan dan
kekurangan. Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifar mengatur
dengan diimbuhi perlindungan tersebut, merupakan pertimbangan tentang
perlunya pembedaan dari konsumen itu. Pada umumnya, diperoleh di pasar-
pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan

di dalam rumah tangga masyarakat.

. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya
pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta

termasuk para importir.

Menurut UUPK pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.
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Terdapat sejumlah bentuk dari pelaku wirausaha atau para pengusaha
diantaranya yaitu:
a. Individu, ialah seorang atau perorangan yang melakukan suatu
usahanya dengan tidak melibatkan orang lain atau seorang diri.
b. Sedangkan untuk badang usaha, ialah kumpulan dari sejumlah orang

yang melakukan suatu usaha.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen
Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2

UUPK sebagai berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 1999):

1) Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan
hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan
salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk
memberikanperlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada
produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi

sejajar.
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3)

4)
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Asas Keadilan

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat
dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa
melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen,
pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak

dan melaksanakan kewajibannya.

Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau
spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen
dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan

kewajibannya masing-masing.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan
dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.
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Asas Kepastian Hukum Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku
usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai

berikut :

1)

2)

3)

4)

)

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/ jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha.
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6) Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.

3. Ganti Rugi dalam Perlindungan Konsumen (Pasal 19 UU Perlindungan

Konsumen)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, sebagaimana dianyatakan

dalam Pasal 19 ayat:

1y

2)

3)

4)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
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5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut

merupakan kesalahan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
ternyata memberikan pemahaman secara normatif pelaksanaan tanggung jawab
pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal
19 ayat (1) (2) (3) dan (4) dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti
rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku
usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena
kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri, sebagaimana diatur dalam

ayat (5) (Lumentut, 2013).

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 sampai
dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan undang-
undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya, tetapi termasuk
juga importir. Demikian pula menurut “Directive” yang dipandang

tanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat adalah:

a. Produsen produk akhir, bahan dasar atau suku cadang;

b. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen;
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c. Suplier atau leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia
memberitahukan identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu
kepadanya;

d. Importir jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer

sekalipun nama produsen dicantumkan.

4. Produk Cacat dan Pertanggungjawaban Produk (Product Liability)

Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat
memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam
maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak
menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka
dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen. Sedangkan product
liability masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Ada yang
menterjemahkannya sebagai “Tanggung gugat produk” dan ada pula yang
menterjemahkannya sebagai “Tanggung jawab produk”. Guna memudahkan
pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa
mengurangi makna atau substansinya. Pengertian Produktenaansprakelikeheid
adalah tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya,
misal yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau
keamanan produk. lus Constituendum diberikan pengertian sebagai kaidah

hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara .
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Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari product
liability, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya
dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat
atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang
disebut dengan strict liability. Diterapkannya tanggung jawab mutlak ini,
produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen
akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia pelaku usaha dapat
membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen.
Ganti rugi pada umumnya karena adanya cacat barang itu sendiri adalah
tanggung jawab penjual. Didalam KUHPerdata juga diatur pada Pasal 1504 yang

menyatakan bahwa :

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang
sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan
yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga
seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan
membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.



